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Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Pesantren 
Madura Sebagai Resolusi Konflik Masyarakat 
 
Harisah1 




Madura is an area with many Islamic boarding schools as a place of Islamic scientific 
education. The state of the Madura pesantren is no longer only studying classical sciences. 
However, it has developed by examining modern sciences such as studies in several 
Madurese pesantren which have revitalized sharia economic law as studies, which are 
included in the scientific curriculum and equipped with institutional facilities to support 
learning in providing an overview of sharia economic practices. So that the modern 
program of the Madura boarding school has become one of the instruments of community 
conflict resolution in the economic field. This study uses qualitative methods by taking 
data through interviews and direct observation in the field. This study found that Islamic 
boarding schools in Madura have owned Islamic microfinance institutions as supporting 
learning of Islamic economic law to introduce scholarship and provision of sharia 
economic practices, so that students are able to apply Islamic economic values, as well as 
conflict resolution in the community in the economic field. While the programs in Madura 
Islamic boarding schools to become a forum for community conflict resolution are through 
several programs such as the study of muamalat fiqh books that are adjusted to the level 
of santri, in collaboration with education and training programs held by pondok-owned 
financial institutions to provide an overview of sharia economic practices, and 
employment programs for pesantren alumni. Whereas the program for the community in 
overcoming the economic conflicts of the community includes providing guidance on 
Islamic economics, in addition to providing financing facilities. 
Keywords: Sharia Economic Law, Islamic Boarding School, Resolution, Conflict. 
 
Abstrak 
Madura merupakan salah satu daerah dengan banyak pesantren sebagai salah satu tempat 
edukasi keilmuan Islam. Keadaan pesantren Madura ini tidak lagi hanya mengkaji ilmu-
ilmu klasik. Akan tetapi sudah berkembang dengan mengkaji ilmu-ilmu modern seperti 
kajian di beberapa pesantren Madura yang telah merevitalisasi hukum ekonomi syariah 
sebagai kajian, yang dimasukkan dalam kurikulum keilmuan serta dilengkapi dengan 
fasilitas lembaga untuk menunjang pembelajaran dalam memberikan gambaran praktik 
ekonomi syariah. Sehingga program modern pesantren Madura ini telah menjadi salah 
satu instrumen resolusi konflik masyarakat dalam bidang ekonomi. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara dan 
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observasi langsung ke lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa pondok pesantren di 
Madura telah memeliki lembaga keuangan mikro syariah sebagai penunjang 
pembelajaran hukum ekonomi syariah untuk mengenalkan keilmuan serta pembekalan 
praktik ekonomi syariah, sehingga santri mampu menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah, 
serta menjadi resolusi konflik di masyarakat dalam bidang ekonomi. Sedangkan program-
program yang ada di pesantren Madura untuk menjadi wadah sebagai resolusi konflik 
masyarakat yaitu melalui beberapa program seperti kajian kitab-kitab fikih muamalat 
yang disesuaikan dengan tingkatan santri, bekerja sama dengan diklat yang diadakan oleh 
lembaga keuangan milik pondok untuk memberikan gambaran praktik ekonomi syariah, 
serta program lapangan pekerjaan untuk alumni pesantren. Sedangkan program untuk 
masyarakat dalam mengatasi konflik ekonomi masyarakat antara lain mengadakan 
pembinaan tentang ekonomi syariah, selain memberikan fasilitas pembiayaan.  
Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pesantren, Resolusi, Konflik. 
 
Pendahuluan  
Madura merupakan daerah dengan mayoritas penduduk muslim dan kental 
kepatuhannya pada tokoh-tokoh utama seperti kiai2 sehingga tidak jarang para orang 
tua akan mendidik anak-anaknya melalui pesantren. Pesantren merupakan tempat 
untuk menggali berbagai ilmu Islam, sehingga lulusan pesantren akan tercetak dengan 
berbagai bidang keahlian dan banyak para tokoh yang dicetak oleh pesantren. 
Berbagai peran yang diemban oleh pesantren, sehingga pesantren mampu mencetak 
insan kreatif dengan ilmu dan akhlak yang komplek. Maka pesantren perlu untuk 
melakukan berbagai inovasi untuk mampu mencetak tokoh yang berkualitas. Menurut 
Muhammad Hasan inovasi dan modernisasi pendidikan pesantren mengacu pada tiga 
aspek yaitu metode, isi materi, dan manajemen yang menandakan adanya penerimaan 
inovasi dan modernisasi pada pesantren, inovasi ditandai dengan adanya penerimaan 
pengamatan siatu yang baru kemudian modernisasi adanya proses tradisional ke 
modern.3 Pesantren dapat memainkan peran edukatifnya dalam menyediakan sumber 
daya manusia yang baik dan berakhlakul karimah, sehingga pesantren harus selalu 
peka menggali potensi lokal dan kebutuhan masyarakat, sehingga akan mengangkat 
pengetahuan para santri dalam sumber daya manusia yang memiliki kompetensi 
integratif dalam penguasaan pengetahuan agama, pengetahuan umum dan kecakapan 
tekhnologi.4 Berbagai inovasi yang dilakukaan pesantren ditujukan untuk mampu 
mencetak santri yang mampu menjawab segala tantangan zaman. 
Pesantren para era modern tidak lagi hanya untuk menjawab tantangan zaman 
pada dunia pendidikan saja, akan tetapi dituntut untuk mampu mencetak tenaga-
tenaga terampil seperti santri yang menguasai keterampilan sesuai ekonomi syariah 
yang mampu memberikan manfaat pada lingkungan sekitar. Karena tujuan 
pendidikan pesantren adalah membentuk manusia yang bertaqwa dan mampu hidup 
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secara mandiri.5 Begitu pula pesantren Sampang Madura dituntut untuk mampu 
menggali kemampuan pesantren terutama pengasuh atau kiai untuk mampu 
memberikan edukasi sesuai era yang dihadapi masyarakat. Dalam penelitian Rizal 
Muttaqin dijelaskan bahwa Kiai merupakan figur yang diagungkan dalam konteks 
pranata keagamaan dengan kelebihan pengetahuan agamanya dalam Islam, kiai 
dianggap sebagai orang yang senantiasa dapat memahami pesan-pesan keagungan 
Tuhan, secara tidak langsung kiai dianggap mampu untuk selalu mebrikan solusi 
dalam setiap pertanyaan mengenai keagamaan. Maka, kemajuan pendidikan pesantren 
sangat bergantung pada kiai untuk melahirkan kader-kader santri yang berkualitas 
dengan tetap memegang teguh pada nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup dalam 
menghadapi segala benturan global.6 Dengan keterlibatan pengasuh atau kiai, maka 
kemajuan pesantren akan berjalan secara signifikan karena saat ini pesantren 
diharapkan peka terhadap perubahan kehidupan masyarakat yang komplek. Oleh 
karena itu, maka santri dituntut untuk menguasai berbagai keilmuan termasuk dalam 
tata cara kehidupan bernegara atau bahkan secara global dengan memiliki bekal 
prinsip hukum ekonomi syariah dalam tataran kehidupannya. 
Seperti halnya yang dilakukan pesantren Al-Ittifaq telah membangun 
tranformasi ilmu terapan (technical skill) untuk membangun jiwa kemandirian dan 
kewirausahaan para santri dengan program pembinaan pelatihan agrobisnis, pelatihan 
ini dilakukan sebelum para santri diterjunkan pada perekonomian pondok dan 
masyarakat untuk menanamkan karakter ekonomi yang mandiri. Pelatihan ini juga 
didukung dengan adanya pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya berbagai 
fasilitas yeng mendukung pelatihan para santri. Mengenai pemberdayaan ekonomi 
masyarakat sekitar pesantren melakukan kerja sama dengan pola kemitraan pada 
kelompok tani dan DKM melalui sebuah lembaga yang disebut lembaga mandiri yang 
mengakar di masyarakat.7 Tokoh-tokoh yang dicetak oleh pesantren juga mampu 
menjadi seorang yang mampu menjadi resolusi konflik baik nasional maupun 
internasional. Bebagai konflik yang terjadi pada era 4.0 ini antara lain konflik 
pemikiran, konflik kepentingan, konflik pemahaman, serta konflik ekonomi dalam 
sekala dunia. Peran pesantren untuk mencetak para ilmuan yang mampu menjadi 
penengah dan penangan konfilk dunia juga bisa dalam bidang konflik ekonomi. 
Banyak konfilk terjadi di dunia adalah adanya konflik ekonomi yang ada didunia. 
Berbagai kepentingan setia Negara dalam membangun perekonomiannya, sehingga 
tidak jarang satu Negara ingin menguasai Negara lain dari segi perekonomiannya. Hal 
ini karena berbagai aktor konflik tidak memiliki prinsip perekonomian yang 
disandarkan pada nilai Islam. Maka, pada posisi ini pesantren sangat berperan penting 
untuk menanamkan prinsip hukum ekonomi syariah dalam karakter santri sehingga 
                                                             
5 Moh Toriquddin, “Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren Berbasis Syariah,” Journal de Jure 3, no. 
1 (2011): 36. 
6 Mohammad Takdir Ilahi, “Kiai: Figur Elite Pesantren,” IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya 12, 
no. 2 (2014): 147. 
7 Rizal Muttaqin, “Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi Atas 
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santri memiliki pegangan dalam setiap kegiatan kehidupan karena puncak kehidupan 
berawal dari perekonomian.  
Berbagai cara yang digunakan pesantren dalam menangani resolusi konflik 
pesantren misalnya dengan metode silaturahmi, media perkawinan antar pesantren, 
istighosah, haul dan acara akhirus sanah. Dengan beberapa cara ini dianggap ampuh 
dalam meredam resolusi konflik pesantren dan sangat dimungkinkan menjadi ajang 
untuk memulai islah di antara yang bersengketa. Secara tegas dapat dikatakan bahwa 
resolusi konflik dilakukan dengan tiga tahapan yaitu silaturahmi sebagai bentuk 
pencegahan adanya konflik, bahtsul mastsa’il sebagai proses penekanan dan 
penyekatan konflik, tabayun sebagai penyelesaian konflik. Ketiga cara ini bisa 
digunakan untuk penyelesaian konflik di luar pesantren seperti konflik politik dan 
konflik lainnya. Salah satu contoh konflik Gus Dur dan Soeharto yang diakhiri dengan 
kunjungan Gus dur ke Soeharto saat menjelang kejatuhan orde baru.8 Cara ini dapat 
ditanamkan oleh pesantren Sampang Madura dalam menanamkan karakter santri 
dalam memahami dan mengatasi konflik ekonomi masyarakat, serta pembangunan 
karakter santri harus diimbangi dengan pendidikan ekonomi yang sesuai hukum 
ekonomi syariah. Maka dengan demikian di samping santri memiliki bekal untuk 
mengatasi konflik, maka santri juga akan memiliki pemahaman bagaimana cara 
memberikan resolusi konflik ekonomi dalam skala dunia. 
Ada beberapa pesantren di Sampang Madura yang memiliki metode 
pendidikan dengan technical skiil yang diterapkan untuk menggali potensi santri dalam 
bidang ekonomi syariah yang diharapkan menjadi bekal dalam menghadapi konflik 
ekonomi masyarakat. Misalnya dengan membuka koperasi syariah, baitul maal wat 
tamiw, serta pengelolaan keuangan pesantren yang disesuaikan hukum ekonomi 
syariah. Hal ini merupakan salah satu bentuk pesantren untuk membentuk karakter 
santri dalam bidang ekonomi dengan berlandaskan ekonomi syariah. Dengan 
demikian penelitian ini dilakukan untuk bisa mengkaji revitalisasi hukum ekonomi 
syariah dalam pembelajaran santri di Sampang Madura sebagai skill santri dalam 
menghadapi resolusi konflik ekonomi masyarakat. 
 
Metode penelitian  
Untuk mendapatkan informasi yang valid peneliti menggunakan beberapa 
tahap penelitian. Peneliti turun ke lapangan dengan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi yang berkaitan dengan pondok pesantren yang memiliki lembaga 
keuangan syariah serta pendidikan karakter untuk santri. Observasi digunakan untk 
melihat proses penanaman hukum ekonomi syariah pada santri serta keterampilan 
untuk memberikan pemahaman mengenai hukum ekonomi syariah pada masyarakat 
umum. Selanjutnya wawancara dengan teknis tidak terstruktur untuk memudahkan 
peneliti serta mudah dalam mengembangkan pertanyaan selanjutnya dengan 
mengikuti alur jawaban informan dalam menggali informasi mengenai revitalisasi 
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hukum ekonomi syariah dalam pesantren. Serta dokumentasi diambil dari beberapa 
praktik pengajaran hukum ekonomi syariah dalam pesantren dan aplikasi pada 
lembaga keuangan syariah yang dimiliki pesantren. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif (qualitative approach) atau penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian yang menggunakan data dan sumber informasi lapangan, dengan tujuan 
untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dari obyek penelitian ini.  
Lokasi penelitian dilakukan pada Pondok Pesantren di daerah Sampang yang 
memiliki program penanaman karakter hukum ekonomi syariah terhadap santri serta 
masyarakat. Nara sumber yang diwawancarai meliputi para tenaga pengajar di 
Pondok Pesantren, santri, serta pengelola, meliputi santri dan para alumni yang 
bekerja pada lembaga keuangan syariah yang dibangun oleh pesantren untuk 
mempraktikkan ekonomi sesuai hukum syariah serta edukasi ekonomi kepada 
masyarakat. Nara sumber inti adalah informan yang mengetahui beberapa bentuk 
konflik di masyarakat mengenai praktik ekonomi. 
 
Tinjauan Referensi dan Analisis 
1. Revitalisasi hukum ekonomi syariah di Pondok pesantren Madura 
Revitalisasi merupakan proses atau kegiatan menghidupkan atau menggiatkan 
kembali.9 Dalam kajian ini hukum ekonomi syariah vital untuk diterapkan dalam 
pondok pesantren sebagai upaya menghidupkan kembali metode dakwah dan 
pengajaran fikih muamalah kontemporer, sebagai upaya penyelarasan pendidikan 
hukum syariah dengan keadaan masyarakat yang heterogen. Sedangkan Hukum 
ekonomi syariah merupakan standar hukum yang dijadikan tolak ukur transaksi 
ekonomi yang sesuai syariah, karena Islam sama sekali tidak mengizinkan umatnya 
untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas kepentingan agama. Dengan 
demikian para pelaku ekonomi syariah diharuskan untuk mendasar pada tata aturan 
moral dan etika syariah.10 
Pada dasarnya ulama mengelompokkan hukum Islam dilihat dari substansinya 
menjadi dua bagian yaitu ibadah dan muamalah. Dalam kajian sempit hukum ibadah 
merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah merupakan 
hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia 
dalam persoalan-persoalan keduniaan, seperti hukum yang mengatur ekonomi, 
politik, sosial, budaya dan lain-lain.11 Pada kajian hukum muamalah saat ini harus bisa 
mengikuti perkembangan zaman untuk memberikan wadah hukum pada masyarakat. 
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Utama, n.d.), 1172. 
10 Euis amalia, “Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif 
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Karena saat ini, kita memiliki tantangan dengan sistem-sistem ekonomi yang 
lebih mendahulukan usaha ekonomi dengan mengabaikan akhlak dan berbagai 
konsekuensi keimanan12 Kegaiatan ekonomi yang sangat berkembang sehingga bisa 
dipengaruhi oleh ruang dan waktu, maka hukum ekonomi syariah sangat diperlukan 
sebagai wadah kajian tentang ekonomi sesuai syariah diperlukan pula pijakan hukum. 
Perkembangan ekonomi syariah ini juga ditandai dengan perkembangan pendidikan 
ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah sebagai bentuk penunjang 
masyarakat dalam turut andil mengembangkan ekonomi syariah serta transaksi-
transaski masyarakat mengenai ekonomi. Sehingga sangat diperlukan produk-produk 
hukum ekonomi syariah yang saat ini dikemas dalam bentuk fatwa.  
Fatwa dijadikan pedoman oleh otoritas keuangan dan lembaga keuangan 
dalam kegiatan sebagai standar untuk memastikan kesyariahan dan operasional 
keuangan syariah serta untuk mengimbangi perkembangan transaksi syariah karena 
transaksi syariah merupakan bentuk aplikasi dari hukum Islam.13 Fatwa sebagai 
bentuk aplikasi atau produk hukum pemikiran Islam dihasilkan dari ijtihad untuk 
menjawab produk-produk baru mengingat kompeksitas transaksi modern yang 
membutuhkan akad-akad baru14 serta fatwa dihasilkan dari proses istinbat hukum 
sebagai jawaban dari kebutuhan individu, kelompok, maupun lembaga,15 maka, 
produk fatwa ini juga digunakan oleh pesantren sebagai pijakan dalam memberikan 
edukasi kepada santri. 
Sesuai dengan pernyataan Uzlifatil Jannah, bahwa dalam memberikan edukasi 
kepada santri, maka fatwa yang merupakan bentuk perkembangan ijtihad ulama 
dalam menghasilkan hukum mengenai ekonomi syariah, juga menjadi salah satu 
media yang dikaji oleh para santri atau pengurus koperasi.16 Oleh Karen itu, Pondok 
pesantren memiliki konstribusi dalam pengembangan pengrajin ekonomi Islam 
melalui cara dan usaha pada level mikro, dan lulusan pesantren lebih memiliki 
landasan moral dan pengetahuan ekonomi Islam melalui kurikulumnya dibandingkan 
dengan pendidikan pada umunya. Sebagai salah bentuk dorongan pesantren pada 
perkembangan ekonomi syariah. Pondok pesantren Sidogiri membuka jurusan 
muamalah sebagai bentuk respon dari kebutuhan pesantren dan masyarakat, beberapa 
lembaga perekonomian syariah membutuhkan konstribusi sumber daya manusia yang 
kompeten di bidang muamalah. Pembukaan jurusan muamalah ini merupakan 
terobosan untuk memberikan dakwah yang lebih luas pada masyarakat dengan 
memberikan kurikulum pendidikan muamalah pada santri mulai tingkat madrasah 
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Netherlands: Kluwer Internasional, 1998), 23. 
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Gema Insasi Press, 1997), 5. 
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Aliyah yang masih didominasi pada penguasaan ilmu-ilmu agama yang bersumber 
dari kitab kuning dengan prosentasi 58% di kelas 2 dan 47% di kelas 3.17 
Peran pesantren dalam mengembangkan ekonomi syariah juga diperankan 
oleh beberapa pondok pesantren di Madura. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mansur 
bahwa Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppen Pamekasan memiliki kajian rutin 
untuk menanamkan nila-nilai ekonomi syariah pada santri, dengan mengkaji kitab-
kitab kuning mengenai bab muamalah yang dibahas oleh pengasuh pondok dan 
biasnya dilakukan di masjid atau di Madrasah. Kajian ini memiliki tujuan pemahaman 
santri terhadap kajian hukum-hukum mengenai ekonomi sesuai syariah, santri 
diharapkan memiliki potensi untuk menyampaikan kajian hukum ini juga pada 
keluarganya karena tidak jarang di Madura konflik disebabkan ekonomi yang saling 
tumpang tindih.18 Tampak jelas bahwa dunia pesantren saat ini, menjadi wadah untuk 
mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga vital untuk memiliki 
program edukasi hukum ekonomi syariah. 
 
2. Pesantren sebagai Resolusi Konflik 
Pesantren merupakan salah satu tempat mencari ilmu, mengkaji ilmu, serta 
mengembangkan ilmu dengan memiliki tradisi pembelajaran yang khas. Clifforrd 
Greertz mengungkapkan bahwa pesantren memiliki beberapa sistem pengajaran sepeti 
sistem sorogan, bandongan, musyawarah, dan wirid.19 Begitu pula pesantren Madura 
yang memiliki banyak program tradisional bahkan juga telah memiliki program 
modern, sehingga santri tidak akan kekurangan informasi serta keilmuan modern. 
Santri memiliki potensi untuk menjadi media pada masyarakat terutama pada 
keluarga santri dalam menyampaikan ajaran ekonomi sesuai syariah meskipun minim. 
Namun, hal ini ada bukti bahwa santri memiliki potensi seperti halnya ajakan santri 
terhadap keluarga dalam menggunakan layanan koperasi berbasis syariah yang juga 
menjadi lembaga keuangan milik pondok pesantren yaitu Baitul Maal Wat Tamwil 
Mawaddah dari segia layanan pembiayaan sudah banyak wali santri yang beralih dari 
Bank Konvensional ke BMT Mawaddah.20 Maka beberapa konflik di masyarakat akan 
berkurang. 
Konflik dimasyarakat terjadi banyak dipicu oleh ekonomi yang tidak lain 
penyebab tersebut karena maraknya pinjaman bergulir yang ada di Masyarakat yang 
bisa disebut dengan rentenir. Rentenir memberikan pinjaman dengan bunga tinggi dan 
bentuk pinjaman ini tidak resmi, dan pemberi pinjaman akan mendatangi para 
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18 “Wawancara Mansur, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pondok Pesantren Miftahulu 
Ulum Panyepen Pamekasan, 17 Oktober 2019.,” n.d. 
19 Zainal Abidin and Abdul Wahed, Kyai Dan Ekonomi : Dialektika Ahli & Praktisi Ekonomi Islam Di 
Madura (Duta Media, 2016), 45. 
20 “Wawancara Mansur, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pondok Pesantren Miftahulu 
Ulum Panyepen Pamekasan, 17 Oktober 2019.” 
Harisah 
42 – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
peminjam.21 Konflik merupakan bentuk komunikasi diantara beberapa pihak yang 
berbeda persepsi, tujuan daan kepentingan atau bisa dikatakan konflik merupakan 
perpedaan pendapat antara perorangan atau kelompok yang satu dengan lainnya.22 
Konflik masyarakat banyak dipicu karena ekonomi yang belum terealisasi 
secara syariah, bahkan banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa bank 
syariah sama dengan bank konvensional karena rendahnya pengetahuan masyarakat 
mengenai ekonomi syariah. Maka pesantren sangat dibutuhkan perannya untuk 
membekali santri dengan landasan hukum ekonomi sesuai ajaran Islam, karena 
pesantren mamiliki peran untuk membentuk karakter santri, sedangkan santri 
merupakan asset Negara yang memiliki potensi untuk menanamkan nilai-nilai ajaran 
syariah.23 Menurut salah satu penelitian kegagalan dan keterbelakangan komunitas 
nelayan Jawa dipengaruhi oleh faktor struktural, serta faktor lingkungan sosial budaya 
yang terperangkap dalam kehidupan yang relative longgar. Sehingga ajaran agama 
Islam tidak memberikan motivasi pada masyarakat untuk melakukan tata cara hidup 
sesuai ajara Islam, misalnya berprilaku hemat, disiplin, menjauhi larangan konsumtif 
dan jujur. Sehingga untuk menata kehidupan ekonomi maka sangat diperlukan untuk 
meningkatkan nilai pemahaman keagamaan serta penguatan lembaga-lembaga sosial 
ekonomi dan politik di masyarakat yang dapat mendorong kebutuhan berprestasi.24 
Salah satu bentuk program yang diadakan oleh pengasuh Pondok Pesantren 
Miftahul Ulum Panyeppen adalah mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil Mawaddah 
(BMT) dengan beranggotakan seluruh alumni dan masyarakat serta mengutamakan 
alumni. Salah satu kegiatan BMT melakukan rapat tahunan dengan mengundang 
seluruh alumni meskipun tidak menjadi anggota BMT, yang diisi oleh pengasuh 
pondok serta pengurus BMT dengan beberapa acara antara lain; penjelasan mengenai 
manfaat transaksi dengan menggunakana prinsip ekonomi sesuai syariah, 
perkembangan BMT, serta pembagian sisa hasil usaha BMT.25 
Begitu pula, program yang diadakan pondok pesantren karang Durin Sampang 
ini, yang berkaitan dengan metode pemberian materi hukum ekonomi syariah pada 
santri tidak berhenti pada kajian baca kitab saja. Akan tetapi banyak kegiatan yang 
dilakukan untuk mematangkan basik santri dan pengaplikasian santri dari ilmu-ilmu 
yang diterima santri, karena ilmu ini berkaitan langsung dengan cara mencari atau 
memperoleh nafkah, sehingga sangat penting untuk dikuasai oleh semua santri tidak 
hanya bagi santri yang minat pada jurusan ekonomi syariah saja.26 
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Adapun beberapa program yang jalankan seperti mengajarkan kajian kitab-
kitab kuning mengenai fikih klasik bagian fikih muamalah, kajian ini tidak semua 
santri masuk dalam satu aula, akan tetapi kajian dilakuakan yang disesuaikan dengan 
kelas masing-masing, seperti untuk tingkat ibtidaiyah kitab fikih yang dikaji seperti 
mubadi’ fiqhiyah juz awal, sedangkan untunk tingkat tsanawiyah seperti kitab fathul 
qorib. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para santri dalam memahami kajian fikih 
menganai muamalah sesuai tingkatnya. Dalam hal kerja sama antara pondok 
pesantren dan koperasi mengadakan kerja sama dengan diklat ekonomi syariah yang 
dibina oleh para pengurus koperasi untuk memberikan gambaran sektor riil transaksi 
ekonomi syariah pada santri.27 
Dalam mengatasi konflik di masyarakat sekitar, pondok pesantren memiliki 
program yang bekerja sama dengan koperasi milik pondok dengan mengadakan 
pembinaan pada seluruh anggota koperasi setiap tahun sekali. Program ini dilakukan 
setahun sekali karena ini merupakan program lanjutan dari pembinaan yang 
dilakukan di pondok pesantren pada santri.28 Begitu pula yang dilakukan oleh Pondok 
Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Pamekasan dengan memiliki program yang 
bekerja sama dengan lembaga keungan syariah yang dimiliki oleh pesantren untuk 
meberikan pembinaan pada seluruh anggota koperasi dalam satu tahun sekali, serta 
memberikan edukasi yang dijalankan oleh pengurus lembaga keuangan dengan 
memasarkan produk-produk syariah serta menjelaskan keunggulan praktik ekonomi 
syariah pada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam setiap memasarkan produk pada 
masyarakat.29 
Hal serupa juga dilakukan oleh Program pesantren Annuqoyah Sumenep 
dalam memberikan kajian mengenai Hukum ekonomi syariah antara lain; pertama, 
metode pengajaran seperti kajian kitab-kitab mengenai muamalah, program 
musyawarah mengenai muamalah, mata pelajaran wajib diajarkan oleh para ustad 
mengenai muamalah. Kedua, metode praktik misalnya dengan diwajibkannya santri 
untuk menabung di koperasi syariah An-Nuqoyah, serta praktik jual-beli.30 
Hal lain yang juga merupakan program pendalaman dari pembelajaran 
mengenai hukum ekonomi syariah pada santri, maka yang menjadi pengurus koperasi 
pondok harus alumni31Adanya pembelajaran ekonomi syariah serta ditambah dengan 
praktik operasional keuangan syariah yang juga merupakan produk pondok akan 
membantu konflik yang biasa terjadi di masyarakat, seperti praktik renteener yang 
berujung konflik di masyarkat dengan adanya koperasi pondok masyarakat akan lebih 
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mudah dalam mendapatkan pembiayaan tanpa riba, karena salah satu tujuan dari 
pendirian koperasi syariah berbasis pesantren ini adalah meniadakan praktik riba di 
masyarakat.32  
Hal lain dijelaskan bahwa keuangan syariah merupakan ekonomi solusi umat, 
karena sistem ekonomi ribawi yang ditandai dengan sistem bunga pada perbankan 
konvensional, ternyata tidak mampu meningkatkan perekonomian rakyat banyak. 
Baik dalam skala makro maupun mikro bahkan yang ada hanya semakin terpuruk 
dengan beberapa indikator ekonomi yang sangat nyata. Demikian pula dalam usaha 
rakyat betapa banyak usaha masyarakat yang menjadi bangkrut karena rongrongan 
keharusan membayar bunga atas pinjaman modal yang diperoleh dari perbankan non-
syariah. Sehingga ekonomi syariah menjadi solusi kehidupan masyarakat dengan telah 
terbukti dalam aplikasi sejarah dakwah Islamiyah di masa-masa silam, karena 
memiliki beberapa kaidah dan tujuan seperti untuk membentuk dan meningkatkan 
ekonomi masyarakat secara nyata, dengan melarang atau mengharamkan riba karena 
praktik serta aktivitas kehidupan yang halal pada hakikatnya adalah untuk 
kemaslahatan universal yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia.33 
Ada beberapa tujuan dari koperasi ini antara lain mengembangkan ekonomi 
syariah berbasis syariah, menjadi mitra usaha bagi anggota dan masyarakat kecil 
menengah ke bawah, membantu anggota dan masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan hidup, menjadi wahana untuk berinvestasi sesuai syariah, serta 
membudayakan bermuamalah secara syariah.34 Riba dalam dunia keuangan saat ini 
telah dikenal dengan prinsip bunga.  
Menurut Keynes bunga bukan sebagai harga atau balas jasa atas tabungan, 
melainkan sesuatu yang bersifat pembayaran untuk pinjaman uang. Atau bisa 
dikatakan bahwa bunga merupakan balas jasa untuk tidak menahan atas balas jasa 
atas partisipasi  uang dalam bentuk likuid selama jangka waktu tertentu.35 Sehingga 
teori bunga ini tidak diterima oleh kalangan ilmuan muslim, Karen bunga itu masuk 
dalam kategori riba, karena dalam konsep Islam kegiatan ekonomi memiliki relasi 
dengan hokum Islam. 
Berdasarkan sistematika hukum Islam relasi kegiatan ekonomi dengan hukum 
Islam yaitu zakat, infak, dan sedekah merupakan ibadah mahdlah dengan relasi 
pemerataan pendapatan; wasit dan tirkah merupakan hukum mawaris dengan relasi 
takhalluf; jual beli, sewa menyewa dan lain-lain merupakan muamalah maliyah dengan 
relasi akad/perikatan; serta nafkah dan harta bersama merupakan munakahat dengan 
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relasi memenuhi kebutuhan.36 Maka untuk mengenalkan beberapa relasi ekonomi 
dengan hokum Islam, maka pesantren menjadi salah satu wadahnya. 
Selain di dalam Pondok Pesntren metode penanaman karakter santri juga 
dilakukan di Koperasi milik Pondok yaitu pertama, program kajian transaksi koperasi 
dengan menggunakan kitab faroid dan kitab fikih. Kedua, pembebanan untuk 
menjalankan perekonomian santri menggunakan akad-akad syariah yang dipimpin 
oleh para santri senior.37 Hal ini selain memberikan edukasi ekonomi syariah, 
pesantren juga mampu memberikan sumber penghasilan pada santri. Menurut  
Winardi tujuan utama dari syariat Islam adalah mewujudkan kesejahteraan yang 
hakiki bagi umat manusia. Oleh Karena itu, tujuan akhir dari ekonomi syariah adalah 
sebagaimana tujuan dari syariat Islam yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan 
akhirat.38 Karena Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan 
keterbelakangan ekonomi.39 Maka dengan adanya lembaga keuangan syariah yang 




Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa 
pesantren Madura merupakan salah satu wadah instrumen resolusi konflik 
masyarakat dalam bidang ekonomi. Dengan beberapa program yang diadakan oleh 
pondok pesantren antara lain program khusus santri yaitu dengan kajian kitab-kitab 
fikih bab muamalah yang disesuaikan dengan tingkatannya, seperti tingkat ibtidaiyah 
dengan mengkaji kitab fikih mubadi’ untuk tingkat tsanawiyah akan mengkaji kitab 
fikih seperti fathul qorib. Selain program tersebut santri juga akan dididik dengan 
diklat ekonomi syariah yang bekerja sama dengan lembaga keuangan milik pesantren 
yang dibina oleh para pengurus yang dalam hal ini adalah para alumni pondok yang 
telah menjadi karyawan lembaga keuangan milik pesantren. Program ini 
menghasilkan beberapa nilai positif seperti pengetahuan santri terhadap hukum 
ekonomi syariah serta ilustrasi praktik ekonomi syariah secara riil, sehingga dengan 
terbekalnya santri dari ilmu ekonomi syariah akan menjadi wadah untuk memberikan 
edukasi pada masyarakat mengenai manfaat serta keunggulan ekonomi syariah 
kepada masayrakat. Sedangkan program untuk masyarakat sendiri pondok pesantren 
memberikan pembinaan pada anggota setiap satu tahun sekali. Program ini 
memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai keuntungan dan kewajiban 
untuk mengaplikasi ekonomi syariah dalam setiap mencari nafkah. Sedangkan 
program yang kedua yaitu memberikan pembiayaan minimal satu juta sampai 
sepuluh juta dengan menggunakan akad qard. Program ini menghasilkan 
termotivasinya masyarakat untuk melakukan transaksi dengan lembaga keuangan 
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syariah sehingga secara tidak langsung masyarakat dengan sendirinya meninggalkan 
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